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A. Latar Belakang

Kepatuhan pajak yang bersumber dan kesadaran masyarakatl terhadap
penunaian kewajiban membayar pajak ¢tu tentu bukan sesuatu yang berdin
sendiri. Bevbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik vang bersumber
dan wajib pajak (masyarakat), aparatur pejak (fiskus) maupun yang bersumber
dasi sistem perpajakan itu sendin. Kesadaran mmasyarakal untuk membayar pajak
masih tergolong rendah. lronisnya, lenomena im: tidak saja dijumpai di kalangan
masyarakat "kelas bawah" yang memitik: keterbatasan wawasan dan pengetahuzn
soal pajak, tapi juga di kalangan masyarakat "kelas ases” yang tahu betul fungss
dan peran pajak. Sejwnlah pejabat tinggi dan mantan pejabal pernah dikabarkan
menunggak memberikan kewajiban pembayasan Pajak Penghasifan (PPh) sampat
menjelang batas peny mh  Surat Pembentahuan (SPT)

Tetapi kesadacan yang ditunggu-tunggu tidak muncul juga, tercermmn dan
masih kecilnya WP yang memiliki Nomor Pokek Wajib Pajak (NPWP) dan
jumlah penduduk di [ndonesia yang berjumiah 213 juta jiwa yaitu sampai 1shun
2009 jumlah wajib pajak orang pribadi  berjumlah 2893960 WP
{www_pajak go.id). Hal ini menandakan kebpakan perpajakan tidak cukup kuat
untuk melakukan ekstenstfikasi pajak disampmg itu pemikiran negatif oasih
merebak ditengah masyarakal pada iastansi perpajakan mengenai korupsi dan
kolusi dengan wajib pajak, schingga mempengaruhi tingkat kepatuhan cakyat
dalam membayar pajak.
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Dirjen pajak telah memula: langkah reforsnasi admimistrasi peipajakan (rax
administration reform) yang menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan
yang modern, efesiensi dun dipercaya oleh masyarakat. Reformasi perpajakan
adalah perubahan yang mcndasar di segala aspek perpajakan. Reformasi
perpajakan yang sekarang menjadi piioritas, menyangkut modermisasi perpajakan
Jangka menengah (tiga hmgga enam tahun) dengan tujuan tercapainya: perama,
tingkat kepatuhan sukarela yang tingg Kedua, kepercayaan terhadap admimstrasi
perpajakan yang tinggi

Langkah reformast yang diambit guna memberikan pelayanan dan
pengawasan vang lebih baik terhadap wajib pajak, Dirjen pajak membentuk
Kantor Wilayah dan KPP WP besar tersebut dibentuk Accounr Representative
(AR) yang bertujuan untuk mengetahui segala tingkah laku, ruang lingkup bisnis
dan segala sesaatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan WP yang
diawasinya fAmowing vour taxpever) dan pelayanan kepada wajib pajak dapat
dilakukan secara tuntas pada satu meja.

Disamping itu, pemngkatan pelayanan terthadap wajib pajak dilakukan
dengan membangun vn-/me system yang menyangkut pembayaran pajak (e-
pavmen), pendaftaran NPWP (e-Registranion) seria pelaporan SPT (e-Filing)
sehingga WP tidak perlu lag: datang ke kantor pajak. namun cukup melakukan
kegiassn tersebut secara on-fine dan h% mereka. Dengan demukian
peisingeaban antara wayib pajak dengan pctugas dapat dimimmalisit dan
bcrmanfaat bagi semua pihak.  Selan 1tu iefonnasi pengewasan terhadap

pecmenuban kewajiban peipajakan dilakukan meliputi; pertama pembentukan
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